
BUPATI MUSI RAtrIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 9r TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARATAT MUARA KELINGI

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : baiwa untuk melaksanal<an ketentuan pasal 3g ayat (2)

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2O1g
tentanB Badan Layanar Umum Daerah, prerlu
menetapkan peraturar Bupati tentang Tata Kelola Badan
Iayanan Umum Daerah pada pusat Kesehatan
Masyarakat Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembenhrkan Daerah Tingkat II dal Kotapr4ia di
Sumatera Selatan (kmbaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS87)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2ois
tentarg perubahan Kedua Atas Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang pemerintahan Daerah
(Irmbaran Negara Repubtik Indonesia Taiur 2015
Nomor 58, Ta:nbahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56Z9);

P,qRAJT KOORDINASI

PARAFII(OORDINASI



3, Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman penlrusunan dan penetapan Standar
Pelayanan Minimal (Irmbararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor lOS, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45g5);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ZS Tahun 2Ol4
tentang pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Repubtk Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Talun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 g Nomor I 2 I 3) ;

6. Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tent€ng
Pembentukan dan Susuna-n perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (kmbaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor
r0).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KEL,oL{ BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT MUARA KEUNGI KABUPATEN MUSI

RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten

Muai Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas.

4. Dinas Keaehatsn yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

5. Kepala Dinas Kesehatar yang selanjutnya disebut
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.
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6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalal Puskesmas Muara Kelingi.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya

disingkat UP|D adalah Unit PeLaksana Teknis Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Musi Rawas.

a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan ada.lah suatu tempat
yang digunakar untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

lO. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kes€hatan perseorang€rn

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upa.ya

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
wilayah kerjanya.

ll.Badan Lqyanarr Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit
Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintah daerah yarg dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang diiual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efi siensi dan produktivitas.
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12. Pola Pengelol,aan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikaa fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-praltik bisnis yang sehat

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentua, pengelolaan keuangan

daerah pada umumnya-

13. Pola Tata Kelola hrskesmas adalah aturan dasar yang

mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas.

14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa

gqji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas

prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

15. Kepala adalah Kepala Puskesmas Muara Kelingi.

l6.Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu
yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku

umum.

17. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya

status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kerja yarrg menerapkan PPK-

BLUD penuh.

18. Unit Ke{a pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BlUD-Puskesmas adalah Unit
Ke{a pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayalan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pemulihan kesehatan

perseoranSan.
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2O.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan
masyarakat.

21. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan
oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan,

peLaporal, dan dituangkan dalam suatu sistem.

22.Investasi adalah pengeluaran untu.k mendapatkan

aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis
yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam
pelayanan kepada masyarakat.

23. Tenaga kesehatan ada.lah setiap orang yang

mengabdikan diri da.lam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan.

24. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggungiawab terhadap kinerja operasionat BLUD
ya'rg terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat teknis
yang sebutannya discsuaikan dengan nomenklatur
yang berlaku pada BLUD yang bersangkutar.

25. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh
penerimaan pendapatan dan pembayaran

pengeluaran BLUD.

26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk
kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam
periode tahun {rnggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
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27. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang

dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

28. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen perencanaa.n bisnis
dan penganggaran tahunan yalg berisi program,

kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.

29. Dokumen Pelaksalaan Anggaran BLUD yarlg

selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen
yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus
kas, jumlah dan kua.litas bararrg dan atau jasa yang

akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

30. Rencana Strategis Bisnis yaag selanjutnya disingkat
Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima)

tahunan yang memuat visi, misi, program strategis,
pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan
operasional BLUD.

31. Standar Pelayanan Minimal yang selianjutnya

disingkat SPM adalah spesilikasi teknis tentang tolak
ukur layanan minimal yang diberikan oleh

Puakesmas kepada masyarakat.

32. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transalsi dan peristiwa lainnya pada saat
pelayanan terjadi, tanpa memperhatikan saat ka.E

atau setara kas diterima atau dibayar.

33. Praldik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan

fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menajemen yang baik dalam rangka pemberian

layanan ya:rg bermutu dan berkesinambungan.
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34. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD

yang bertugas melakukaD pengawasan dan

pengendalian intemal dalam rangka membantu

penimpin BLt D untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, dan pengaruh

sosial sehitarnya (socrst rcs{,o'!sib&',gl dalarn

menyelenggaratan bisnis sehat.

35.Irporan keuangan konsolidasian adalah sr.ratu

laporan keuangan yang merupakan gabungan

keseluruhan laporan keuangan entitae akuntanEi

sehingga tercaji acbagai satu entitas pelaporan.

BAB II

TATA KEIOIT{

Bagian Kesatu

Identitas Puskesmas
pasal 2

Puskesmas Muara Kelingi Puskesmas Rawat

lnap yang terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Muara

Kclingi Kccanatan Muara KclinBi, Tel"pon. O42376a7486tt

Email : Puslresmas Muara Kelingi @yahoo.co.id.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pasal 3

(f) Visi Puskesmas Muara Xclingi adalah:

mewujudkan Kecamatan Muara Ketingi Schat Tahun

2022.

(2) Misi Puskeemas Muara Kelingi adalah:

a. pusat pembangunan di Kecamatan Muara lGlingi;

b. memberikan pelayanen kesehatan yanS bermutu,

merata dan terjangkau;

meningkatkan pcran scrta nasyarakat dalam

kemandlian untuk hidup schat menuju

Kecamatan Muara tGlingi Sehaq dan

meningkatkan kerja sama lintas sektora!.



(3) Nil,ai-nilai yang dianut oleh Puske$nas Muara lGlingi
adalah :

a. kebersihan;

b. empa.ti;

c. luwes;

d. indepcnden;

e. n5raman dan amal;
f. gesit; dan

g. indah.

(a) Prineipprinsip Tata Kelola antara l,Bin:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. reatrnnsibilitas; dan

d. independensi.

Bagian Ketiga

Kedudukan Puskesmas

Pa8al 4

Puskes@aa Muara Kelingi lDerupakan Unit peLakssna

Teknis Dinas Kesehatan Ksbupaten Musi Rawas.

Bagian Keempat

Tujuan, Tugae dan Fungsi Prrskesmag

Pagal 5

(11 Tujuan dari Puskesmas Muara IGlingl
a. mevn:judkan masyarakat yang mcmililri prrilaku

sehat yang mcliputi kcsadaran, &cmauan, dan

kemampuan hidup sehaq

menjangbau pelaJranan kesehatan bermutu; den

c. mewujudkan Easyaralat yang hidup dalam

lingkungan sehat; dan

d. mewujudkan Easyarakat yang memili&i derajat
kesehatan optimal, baik individu, keluarga,

kelompok, dan masyarakat.
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(2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan

kebija&an kesehatan untuk mencapai trjuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya .tdlF-
rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

(3) Dalam melaksanaken tugas scbagaiaana dirnFksud

dalan rvat (2), Puskesrnas men5relenggarakan frDgsi:
a. penyelengaraan UI(M tingkat pertama di wilayah

kerjanya; dan

b. penyelengaraan UI<P tingkat pertama di wilayah
kerjanya.

Bagian lGlima

Kedudukan Femerintah Daerah

Pasat 6

Felrerinteh Kabupaten ad.lah peailik Pus&esoas Muara
Kelingi.

Pasd 7

(f ) Bupati eebagai pimpinan Femerintah Daerah memiliki
kewajiban sebagai berikut:

a. mcnjaga pelayanan Puskcsmas agar masyarakat

tetap memiliki akscs pada pelayanan kesehatan;

b. menjaga k$inambungan petrayanan Puskcsmag

sebagai bagian dari pela5nnan umum;

c. mcngeabangkan PusLesmas sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teholqli;
d. melengkafl tenaga, ssrana dsn prasarana

Puakegmas dalam rangka meningkatkan mutu
pctayanary dan

e. melakukan pembinasn dan pengawasan kepada

Puskesnas BLUD melatui Dinas Ke8chatan-

Pssd a

(f| Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Pusk*EAa
bertanggungiawab:

a. terhadap kemqiuan dan perkembangan

Puskesmas sesuai dengan har.apan masyarakat;
,rrrr room Asr
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b. terhadap tercapainya pelayanan yana bermutu di
Puskeemas; dan

c. rnenutup defisit anggaran Puskesmas yang bukan
karena kesalahan dalem pengelolaan yang

dibulCikan dengan audit secara independen.
(2)Pemerintah l(abupaten bcrtanggungiawab ata8

terjadinya kerugian pa.sien 5rang ditimbulkan akibat
kelalaian stef Rrskesaas secara berjenjeng scsuai
dcngan hierarki Pemerintah Daereh.

pasd 9

Dalam menjaga tanggungiawabnya, Bupati eebagai

peminpin Ferncrintah Kabupaten memiliki wcsenang
sebagai berikut:

a. menctapkan peraturan tentang tata kelola dan SpM

Puskesmas serta pcrubahannya;

b. mcngangkat dan memberhe ikan Fejabat Fengclola

d.

e.

c-

dsn Pcjabat Strukural;
menaangkat dan mcmberhentikan Tirr Fcnilai dalam
randsa menilai usulan penetapan atau pencabutan

PPI(-BLt D Puskcsmas dan penitaian kincrja
Puekcsmas;

mcnctapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;

menyetujui dan mengeaahkan Rencana Bisnis dan
Angaran Puskesmas;

menetapkan sistcm r€muncrasi Fejabat Fengelola dan
Pegawai Puske*nas;

meErbcrikan oanksi kepada pcgawai yarg melanggar
ketcntuan yang bcrlaku dan mcmberikan
penghargaan kepada pcgawai yang berprcstaai; dan

lain scsuai pcratural perundang-
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(31

BABItr
sururrlAN oR(iaxlsta$ Pt sxEsMltsi

f.-gtrp K6atu
SEuhrr AEanisa,ai

paral lO
(fl Orgadn i PIE&.."'EB [ura &cliagi tlrd;'1

a- hpala Pus&croG;,

b. tFfEla Sub n sixn Th,i- Ussha;
6. rgrwrsrrqgiarab Upyre t<esebmn

pxuf
d. ecag'il,lrrrngiarab Uprya Kcdats!

ksecangaa (uf,Ft; aqn

e. pcpangruEgiaEab *niryan pclryaDan Plrslasuas
dan Jeluiog faditas pdayanan kesclataa-

tu8o- *ufaur sehaAaiDaDf .tirrurt arrrt

&rarn hsal fO syat (fl fErcsEtrm &rrllr r ^trqrir,n I
Fcranraa e4ati inl
r"p.h ftrdasmas Ecrryb.n secary Teoaga

IGrtraran &rWnn tritcr&r *gai tcrfurl
a- tirryftat pcodidihaa pali!8 rEnlah serlrm (sf) dan

rnar'ifiLi &"'npctuntn bsefratan
Dasyeratac

b- mesa r'.rj. di p1rshsoas 
'ni'ri'n't 2 (ft1al tahup;

,lorr

c- dah DcaAikuti pefa&n 'rraneierlraa 
pushrmas-

Xcpala PllsLemas b.rhgtBgiiyab *frr selurrrh
l(i8i.bndiRrskcroas-
Dalag rrteleksarleLalr t no,ung j{lgb Kepala
Ptrshsoas lE.GocaEtan dcn

kehrtrlhan s.mbcr daya Ptrsbs@as I!l'!F.t. Otns
Xechaml(abupam-
K.par. &rb Ragirrr fhta Usaha, mc@basshi bcbcrapa

@furtan diantarauya SSstF tl In&rEasi pustresmas,

kepegawaia& rumah i.nor, daa &eusDgED-

knan8E ryiawab UXU Escosial dan Xepaavatan
rncrrlt aunhi-

a- p.{aJraaan proGi hsdaian terEasrk IJI(S;

(41
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b- pdryanan ke*hatrn
c. odryaaan XIA-KB JleDgb.rsiet UmE
a paayana giaya8 bcrrritAt Uff;
e. pclarea[ Ircgrhr ,,,''t DEogEndalim

Pcqrakiq a"
f- pdflFtre beperrEim tcr.fratan mrytratEf.

(8, krratrAtmgiirab Ir[t eosEmbeose rrrrrtysahi
a- pclayanaa Kcrch-trr' firra;
b. pdsyarall fceehatm cid frasyarakaq
c- pcla5.amn fesehatan tadisionat fio@eoenter;
d. pdayanan Kcsehatan Ohhraga;

e. pdryman l&sehat*'t Indfra;
f- pelgJrman f,e*hatan t --.ie;
6 Ptfayman lfesceatm r-F; ,r-''
b- Ptlafanan raa.}latqn

{9) hryrDd8Eab IrXP, f*arna:lm" d-,r
Lsbq'aEium mcrrbarahi bctct.EE kqiatan, fitu:
a- pla5raraa pemcrihaan 'nnm;
b. peJayanan hesebatan gigi dan muhg
c. pelryanan XtA-IlB Fm8 bEsiet t,Iq
d. pelcyaran gavat dEuraq
e- pda5ranan gizi ymg bcrsiht Ufq
f. pclayaan persalinsq

& pdflye[an rerat inqrt
t. pdayanan te&rna&a
i. p{ayma labu.a&irm; dan
j- pclayaan rasat isfad-

(f0l Jaringan elayaraa Ft .lorl JaringEn

membarahi

a- pslcsmas hbantu;
U. prshcsmas tcliling
c. bihDcsa; dar
d- iic Eg &dlitas pcla5ratrsa kFs-hernn

(ff! Pueroas ncrrydcoggaraLff upqa
EasFralEat ringkat Frtma il-n r{rqta
pcrmaDgarr fi'rak t pab'n&

Fkyar&Es

b.batan
k s-hetFn
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{l2l Upya L-{'hrtqh zlilalaqnaleon mra Erintcgrasi
dmtcrhiraEhEtan-

lr.8r.'I fcdrE
FejaDat RogEIoIa

hsal tl
(fl EFbat mEEIde EIIrD tcrdiri atas:

a- pcoiElin BUrD;

b- gf$at Xcurgq dan
c. Flibat ftrmis lruaryunda,ab ltograE).

kg.- KettCa

ftryargkatm ejahat hosetola
hsal 12

(f) ftiabat p.lgdola BII,D dimglat rl-n fiha+e-riilrrn
obfi BrFti-

{? FlEiqrn BII,D bcrtatlccrmgiarsb L.!l.,t^ hpari
rrr.tqhri h,rralF l)ija3 EG3GSdan-

(31 Fqhbd l(cuaryan a-Ir Ejabat T.*,lis BLIrD
bahgrmeiarab L.pa.L kiryb ELLTD.

nq,ir'r r6atilr6t

krsyaratar S@ai Ejabat Fs8dola
Ikl13

(l) kryangeatan dalam Ehatan ,Lrr @Intan
pcjabat pc$tclola BIIID ebagEimara dittEt!'ld pada

pasal f2 ayat (11, @fu bcrdasarh horycrErrd
ar- bbutuhan pt.aldik li",r;* rrang schat

(21 K.|'nFt?rl!!. ,irn r.!qr.r dalam syat (fl,
Ecrupatan rlqn La.-hli*n larg dirniliki
olch pelrbat BUrD bcnf FgEtahlan

dan {irr.F pilaLu yaA d&crtukEn
dah pdafsanaar! trlEpr fu jabatanrJra-

(3) I(chlhrhan 1uaLtik h:r-ir Jralg schat
,ri'n Lrqrd &lam a!.at (fl, merupalon t.I,crlring,n
BUrD untuk kir€rja kcurn8m dan
lxm buangan bcrdasaqfran lrrilah-krirlah
llsnqjerrlea Jrsroa hir.
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Pasal 14

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi pemimpin

Puskcsmas BLUD adalah:

tenaga kesehatan Strata- l yang mempunyai
kemampuan, keahlian, integritas, kepemimptran,

dan diutamakan pengalaman di bidang
Puskesmas BLUD;

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kemandirian

Puskesmas BLUD;

c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan
kualiEkasi jabatan;

d. pimpinan Puskesmas BLUD yang berasal dari Non

PNS, didasarkan pada hasil uji kelayakan dan
kepatutaJr (fit ald proper tes).

e. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tafiun;
dan

f. telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas.

(2) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat keuangan

adalah:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

b. bedatar belakang pendidikan sarjana, diutamakan

bidang kesehatan, ekonomi, dan akuntansi;
c. pejabat Keuangan BLUD harus berasal dari PNS;

d. masa kerja di puskesmas minimal 2 (dua) tahun;
e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk

mengembangkan usaha gtma kemandirian
keuangan;

f. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak
pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan

yang dinyats.kan pailit;
g. memenuhi sryarat ad.lxrinisFasi kepegawaian dan

kualifrkasi jabatan; dan

b.



h- diutrrnar.qn rrpr.!.,.tat frfg. trt-t qrlg

pcodidnEr pariry Frxr'h D.3 da *rrf'qS,ai
IEtElme d f*r-'? lEuiltaE dll,lrtr*.rrsi
.&.rr Lanfi#hirtFrir'r

(31 qI€rat r'nt'rL fiaftric,i EFltj,.ri k&bat Td(Eis
4d-Lh:

a- m.irr.[l ri kftErh Lr-htir,r,

b- bcrlnelalsraa rb:k ,t n 
'rrarn iki dedikasi rEhrk

IIFtBFrnlE l.rn &egiEtEn rFtnis di trll-'rEfla;
c. srctrlrtrrhi sJ"arat rylrdnirtt qsi lrFlrAAYleLn &'t

hrrrirFt*i iaba@ d{r
d- dnrtamahn -'.-ilrEvat latar bclalsDg

pcodiditm paling rdh DO ,|ft ,-rrr[lrrtt ai
peosalaEan di l'.|-ng r.knia ,rma rn ,ric.ri

fr,r{grmdavatEjra-

F-gi^p (-firfl

TaDEguB Jarab Riabat @d.ra
Fassl ls

{t) nmim**o BnIrD bcrhElltretarab tatadap
opera*nat am &armgrltr BIIrD s@ra ,"rn,m.

(a hFbat fetran8rtt BIIJD bcrtangungfvab
&Euangan BUrD.

(31 Ejabot Tdrnis BLIrD bcrtilogBuDgr&rab terhadap
rtrrrir.I, e8darisasi, crlrr;nis{pd, EfrtskatEn
kualitas nmber daya manrsia dan pcningkaran

arEbcr dEJra l-inqJra-

RrEi.,l K.cnam
Hat dan l{r:*a{iban &Fbat F.Dgelola &- Rgawai

Pasal 16

ejsbat pgdola rnrlrrJrnjEi IlaL-

(f) feodapath rcurrmasi staqgi .rF'lgarr tEflolrldr
peranmm Pcrurda8an &:n k .'ru'nl-'-n karaDgAn

il'-l;NAs,



(1) Mcndapatkan rcmunerasi scauai dengan kctcntuan
peraturan perundangan dan kemampuan keuangan
daerah;

(2) Mengelola aumber daya. scsuai dengan flcksibilitas
yang diberikan oleh Bupati.

pasal 17

(1) Pcmimpin BLUD sebagaimana dirneLsud dalam pasal

I 1 ayat (a), mempunyai tugas dan kenrajiban:

a. mcmimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mcngendalikan, dan mengevaluasi

pcnyclcnggaraan kegiatan BLUD;

b. menyusun renEtra bisnis BLUD;

c. menyiapkan RBA;

d. mcngusulkan calon pejabat pengelola keuangan

dan Fjabat tetnis kepada kepnl,a daerah scsuai
ketentuen;

e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan
BLLrD sclain pejabat yang telah ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan; dan
f. menyampaikan dan mcmpertanggungiawabkan

kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada

Bupati.

(2) Fejabat kcuangan BLUD sebagaimaaa dirnekesd

dalam Pesal 11 ayet (b), mempunyai tuAas dan
kewajiban:

a. mengkoordinasil@n penln$unan RBA;

b. menyiapkan DPA-BLUD;

c. melakukan pengclolaan pendapatan dan biaya;

d. menyelengarakan pengelolaan kas;

e. melakukan pengelolaan utang-piutang;

f. men5msun kebijatan pcngelolaan baran& aset

tetap, dan invcstasi;

g, menyelenggarakan sistem informasi manajemcn

keuangan; dan

16
iin'.,



a, irHllr.€r- FcrcarEn
d*hgrra;

!'8i.iq4 rr.Lniq

b_ ltt l*glprEn lFkrrn - . EEsDi EB& dm
c. rElllErtqr4'ntFrlabl.er Ll't qj- ofereEiEal

dilL-ntnqE-
Fag.a,r X..r+rr!

Ia-rUm daa tubaAAim ftiabat hEElola dalr

EErai
ksd ra

Laraqm pcFt t Ftdola,tqn/atarr pcgarai BIIrD Dqr
PltS @ai berilort
s- melotrrltqn iiftiat .n ]arg dapat rlFrrrrrlrrL.-rr

lrrfrrurpran rr:rI E{tabat i*crintah hahfila;
b. "c"ryalahglra&atrEGomg
c. mcqirdi pcf,etara umut ucodatha kEuntsrlgan

prr-badi am/atau dag rdri dc'r8r,' "Er*p'r.L,,r
kcttoargsn oalA Lin;

d- lrpdr;ti, Dqiual rrrcarrhti, ,i.lrcadai!.8r,
dFnycleakaD, 31911 marflinjrnlterr barsug . -ft

etau tidak bcrElral, .{r*l,n>lr atarr $11at
;tit< infab mn tilak

sah;

e- mdalulan l(cgiataa bcreama LtnE tr *r'sn, rFrtlsrt

serrvaf, t.oar L?ij^ atau otanot ld,r di .trt r,l
aauFm di luar Enghirl8 n k ar511 .r."f8prr 11dua11

untrt tamtugan gftadi goto[gao, at,rrr fihak lain,
5mng secara Lnigsr.'18 atau tl{.k r.'lERlrrrg

ryintantaUlp*4
f. trlel.r.rrL.n Euatu tir -L'n atau tidak rncrq&rrbn

stpru ri'd.h.- ,aDg d4ft 'tEEh.t rrAi atau
rrr.rhl'rrs,rt salah safi ribsk ya1g .likysi ".hi-gt
merlBrt llE L.- kExuda @iyarydilayari

e ni.ishrt -gr rF{.Lnrt}a rrrE r lrEtin r'n;
h- ,E r-LErL.rr diri sctagai cab6 tr.pst.

d8.rah/DPRIDPDIDPRD;

: . .- - :. )ati:-;Asr I

,ltl rtr,-.',..-".-].*-*i
ir.*-,. ..- . _*. '.,*-: l



ikut serta dalam kampanye calon presiden/Srakil

Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;

memberi dukungan kepada calon lGpala
Daerah/trIakil Kcpala daerah, dengan cara terlibat
drl.,rt kcgiatan kampsnye.

Pasal f9

(U Fejabat Fengelol,a PuskesEas BLUD diberhentikan
karcna:

a. meninggal dunira;

b. berhalangan sccaxa tetap sclama 3 (tiga) bulan

berturut-turut;
c. tidak mel,aksanatan tugas dan kevnjibannya

dengan baik;

d. melanggar kebiiakan atau ketentuan-ketentuan

lain yang telah dit€taplen;
e. mengundudqn diri karcna alasan yang patuu

atau

f. t€rlibat dalaE suatu perbuatan yang melenggar

hukum.
(2) kmberhentian Fejabat Pengelola Puskesmas BLUD

yang berasal dari Non Fegavrai Negeri Sipil diatur
lebih lanjut dengan Feraturan Bupati.

BAB IV

PENGEIOMPOXAN FUNGSI

Fasal 20

Fungsi pelayanan Puakesmas Muara IGlingi didasarkan
pads fim8si pelayanan yang meliputi Upays. KGchatan

Masyara&at (UKM), Upaya l(eeehata'r Fer8eorangan

pIfB, Uaringan Pcl,ayanan Puskesmas dan Jaringan

Fasyartkes Barta fungsi pendukung pelayanar,

Pasal 2 f
Frrngsi pendukung sebagaimana ters€but pada Pasal 20

meliputi frrngsi manajemen puskesmas dan Satuan

Pengarpag Internal.



Pasal22

(1) Tugas pokok Satuan Fengawas Internal:

a. mengawasi terhadap pelakeanaan dan operasional

BLTID Puekeamae;

b. menilai pcnggndalian pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan BLLrD Puskesmas; dan

c. memberikan saran perbaikan lrcpada Kepala

Puskesmas.

(2) Fungsi Satuan Fengawas Intertral adalah:

a. pelaksana pengawasan terhadap segala kegiatan

BLUD Puskesma8 keuangan dan pelayanan;

b. penelusuran kebenaran laporan etau informasi

tentang penyimpangan yang t€rjadi; dan

c. pemantauan tindak lanjut hasil pemcriksaan

aparat pengawas fungsional.

(31 Satuan Fengawas lntemal dibcntuk dan di tctapkan

dengan keputussn lGpala Puskcsmas;

(4) Satuan Pcngawas lntemal berkeduduten dibawah

dan bertangungiawab kepada lGpela Puskesmas;

(51 Satum Pengawas Intemal disnEkat dan

dibcrhentikan oleh Kepala Puskesrrtqs.

BAB V

PROSEDUR KERJA

Pasal 23

(f) Proscdur kerja setiap prosea pe'ngelolaan manajerial

dan pclayanan t€lah didokumentasiksn .lalem

Sxlorndor qeruW Prorrdlre (SOP). SOP

acuan bagi seltrruh petugas di dalam melqksenaken

pekerjaan. Acuart p€laksanaan pckerjaan

bagian vital dalam pengelolaan Pusk€mas dan

diharapkan merupakan suatu standar baku 'lrlqrrr
proses bisnis Puskesmas sehingga pelayanan kepada

scluruh pcngguna dapat mencapai standar yang

diinginkan.

PARAF KOORDINASI

a



(1)

(21

(21 Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dal^'rr pada

ayat (l) tercantum dalam Lampiran II Peraturan

Bupati ini.

BABVI

F^sEIOMSASI

Pasal 24

Eselonieasi Pejabat Pengelola Puskesrnas BLUD

disesuaikan dengen ketentuan Peraturan Ferundang-

Undangan.

Jika Pejabat Pcngelola Puskesmas BLUD sebagaimana

rlimnksud dalam ayat (1) berasal dari Non Pegawai

Negeri Sipil, maka hak-hak Jrang menyangkut

tunjarlsErr jabatan disesuaikan dengan kctentuan

Feraturan Perundang-Undangan.

BABVII

PENGEI,OIAAN SI'MBER DAYA MANUSIA

Pasd 25

(f) Fengelolaan aumber daya nanuaia sebagatnana

dimaksud merupakan pengaturan d.n kebijakan yang

jelas mengenai sumber daya manusia yang

berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan

kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian

tujusn organisasi sccana efisien, efektif, dan
produtdif.

(2) Sumber daya manusia Puskesmas tetdiri atas tenaga

kesehatan dan tenaga non keeehatan.

(3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dal! tenaga non

medis dihitung berdasarkan analisis beban kerja
dengan mempertimbangfun j"-l"h pelayanan yang

diselengarakan, junlah penduduk dan
pers€baranny4 karahcrktik witayah kerja, luas

wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayaoan

kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja

dan pembaaian walcu kerja.



(4) Jeais te'rngo t -*trrran FEng s.,l dt t rdiri afas.
a- .LJ.rt'r atarr .t ftrcr laolaoe Fitnet;
b. de Eir+
c- percA giAt

aL bidm;
e. tFl.tr Lrerr-r-n mal'Erataq
f. t-r-ry tiogiilm8m t -!-lEr.rl ti,lghr !'r;
g. ahli rlenalti labGeilrm Ecdt
h. tcrtl.g. gir*
i- teragu LeerEasiaru ,l-n
j. pcceam medilc

(5) Tcoa8r m Lc!.baran hanrs &I-r 'rfrrfi{llr
|(rthtm laffiusah3an, -r'Bini{tqli buanga4
sisfm iffirmasi, da rra.i-r.n opcraliooal Li" di
Rrfuas-

Fl T.o4t fcachatrn di Ftulcsmas hans Hq*r scsuai
dcn8r! ltadrr g!ftsl standar pdryaan, standar

ce p*rd,arl..(rgtarnati hik
Desi€Io, scra rrl? rgr'?a"rrrL,rn &epcstingan dal
keselamtan per&:n 6tn- mpcrteftaa
kesclrratan de- keselatan dirirya del,Em bckerj&

f4 Scdap ftoa8a Kcschatan 5rang l-ltr-F di Rrstcroa.s
herr.s ,.-tEiliLi slrat iziE pralrtik -arai ktcntlan
FEraturm kundaDg-lrndetm.

(E I(etctlt m 'Ilpngen-i mgdolam SDII nm ptfs

diaftrr ldih htrjut ,L49"- kr:aturan B|fri Eulai
dari rt&nrtmco, -HGt, mgrnghh, pcocilpatu,
muta!4 prmGi, rutwd p.l|t*iM, laopai drru.,r
p€ouhrsan hutnmgan brja ternasuk lBsiua.

Il T-qF IiOORDINASI
l :ii (oCFOIqASI



BAB VItr

REUUXEAST
ga.al26

(I) Ftjabat pcrBdola BIITD &n p€aDai BIIrD dapat
aitsr-h rc0uffrasi slai a-gt- 'd '

rtar| firrrtlrrrn poeinatw yang

@uho-
@ Rcrllocrai di'':,rk*El ,t L'- afrat (f),

iltrbalEtr fcrlr Jlang ,rrJEi berupa gaji,
ts'nj..!BF- tetap, hmfiariu4 insrrif, bonus *ras

FE.trar;, p€aaogm.t^n/atau pc[siun-
(3) Rcmrrearn sbegfr[aoa firnalrrrvl ,rrbrn sfrgt (U,

rmutk Burl>hr8&es@as ditctq,llaE dch hrFti
berdastrta;r usulaD pcmimpin BtIrD.hrn&esoas
Indzrd Ir.palr Ditras fcschafa!-

(4) eodE{Im .eErlEasi BUrD
ncmpcr'titl'bmgba 6ot iq'-ektor rsoA bcrdas*an:
a- uture (sad dan juDla! a*:t lra4 ,fik lorq

BHrD, 4ngt't fElt5ra11m serta prodqktivitas;

b. pcrtinbargan pcrssmaanlrjra dcngrrt indusEi
peteyanan scjerts;

dm
d. kiEcrja BII,D yaq ditctadraD ol€h

BEpaii .L?l8"rr 'ffrtrl'cr}r''rlE'rgka'r altata lqin
ind arru- lcrraryao, pelayaraa rtlrfrr &n
rrlrr!64t b.ti Earya.sbl

(5f Rcmurcrsi pcjabt huugan ;on pcjabat Elois
paling barxFk rbesar glx (scmb an

Fhrh persnl dad rcmlmrrasi pemiEpiE BUrD.
(6) Remrerar{ bagi Fjabat pangeHa a-n pegarai BUrD

8EbogEiEana eirnrtql.l pada ayat (2), daDat dihitrDg
berdarar&m ioditarq p.of,ai.m:

a- peogalma[ rr.n Das herja lDa.sic naderl;

b- kmmfla4 ihu r*.rgEtahua[ dan pcrilabr

lo44qh@;
! ai:-i5' I:3OlD::'iA51



c. ridlo Lcrlr {ri* nnded;

a d-d".ttcaaElatamlu.ah lryf'qiful;
e- iahirq. JratrA di.'-.t'ng (po{rAin itdcd; &n
f- hmilrre.qEiF- w-.f eafunow l@-

f7, E€ Fielqt ESdola dan pcgassi BxIrD j,Eng
bcrrtatls MS, t4ii pdd &n zEngtutti
perelran pc|rrmdarg{rdm88t hr"rg giji dar

plIS serE a-tr-t dibcrihr r-,,nt.h.n
pcrghasen sesuai EmrEcrasi yarg ditctapkar olch
BuFd.

(81 kjsbat peogclola yarg diherhcotikar aerrrrr-l.a dari
jabatarya In.r,'frro'l.Il p.rghr*il.lr scbesar S(}%

(Iir6a Frtrh pam) dari rcounrra:i/hmro-arn"n
bufan Elahir faqg bcrfaku r,:j-t r'nspal
dibcf,teatiLaa -,"tr-i .rpngan dihrqpt e,tnJ,a

&epulusaD d.fi,ririI tentang jabatm yang
bcrsangkutao-

(91 kmcrasi sebagaiEma Fda ayat (2)

dibcrikan ssrrai ,t nt tl
deffah-

BAB D(

STA DARPEIAYANAIII|INTUAL

Parel?ft
(fl Unluk rnarF'irin &eE.scdb4 ketfrj.mgbauaa dan

kualitas pdaJ'arar rmum lrang diheri&an oIEh BIITD,
BuFti ltt.ilctad@r ffipdayum rd-i,p.l BIIrD
dangm peratrrran Bupati

(21 Staadar pelsFaan 'nin;'n'l sebagfuna dirnqttsud
pada ryat (U dapat dftLsutLan oleh pemimpin BtIrD,

(31 Standar mininal s€hagainasa firnqtrqrd
pada aJr,at (f) barus iflFnJlcrtirnl6idt .rt klalitas
pelsyaE!, pcocrataaa daa kcsetaraao lryauaa serfa
kerudahmuark

(4) Straa+ fritirrtrr hargs rrrerrrernrhi

Pctqt'anatam

a. fuIcs paar |:nis

ffi;**r-*ll- _,---------l
! -,,,'" I Ot'J



dapt,*-F;;
d- crctm arn da@..ri-'-r.E-n; dan
e. t4patratlrl-

(q fokl. Eda i:ttis ,t-rn r.qtt
rda ryat (4) huruf a, ,rFrrgur-,l L-- lcsistar

yang nounlrA t.Ear 4.'l
trngsi BIIrD-

(q Tcrutur rfiirEt srir Pada ayat (41 turuf
b, nrrup*an kF.iqre'i lrang p?rlf-psirryra dryat
ainfl.i *suai derlg.n qf,.rrlor yang ter-h ditetrpLan-

m Daft dtoryi s.begEinEE ,lim.Lotl mda ryat (41

hrrtr c, mqakan Eyata, dqlat
ttllEkrt PcDcqldamyq scsuai L"nqt.l.Et
dar *ngl-r *-l""ro*-

(E) Rr'levan .Ln dapat ,lieniLlt ,.4, $bagaima8a
aillra&qrd FlEiL ayat (.q hunrf d, uupaegtt t Foi.f+'t

Fry seFta& bcrkitsn ds[ drpat dipcrca5ra rmirk
E€rllmjarg trl8 i rrrn fimgsi BTIJD-

(9) TsPat wahr sebagaimma 'litn Ls'!.r rda qrat (41

hruf e, merupatan kcscanim jrdrat dlan L.gi'tqrr

Flryem yEry teJah eetadtaD-

BABX
TARIF LAYANAI{

hsal2a
(fl BIfrD dnJEr Eemrogut H4fa t .F.L

scbatEi ihtsr.rr et'. barattg den/-t-u ;gsa lsryanan

Ymgdibait'n
(2) Imbalm at's bflaog daD/atau irsa layasn

rrirnak*rrl rda ar6t {l), airrqf'&en
del"n lrirrfi'I. tarif FIA alisl{rtr -r-. .i-qc.
p€rAiurESan hia5n satrrm pcr unit laysoa[ atm hasil

frcriEr6tasi &n-

b_

c-



{31 Tarif cbgBinaus .lift-L.rd Bd8 ayat (2}, t .-af,rf
inbal h-!dl Jraog xqie dni irr6stasi &rE &n lffirL
resuh4 Elurub rrqtt (ki birrya p ruit

(4) TEif lrj,ara dinrAkqid r.la ayat {21,
aapat tcnae tesamn tarif atau mla tarif Guai i:nfur
lryaaaa BIIJD yung bcrsaEghrtaD.

{Sl larif eyanan BIIrIt'Prfuas dirsulh oteir

rEIItiIIIpiE BUrD kFpad. Brqnti rnel.h'i k p.to Dinas
IGtetntan.

(61 Tarif layanan ,{iE Lrud nda a3rat (5},

ditEtadrEn d-F- pcraturan BuFti don

dsaryaflIar Lcesda pimaiam DpRD.

m k(nqrm Eif ,r;rnrki!d psda

ryat {61, an rn{E+irrltE'lEkrn }'rntinritqr rrm
Iayaran, drya beli Easyaralqt, Ecrta

taqlp.+u yang chat.
(81 Bt pati dalam nanetap*an besaran tarif.cb.gFi"i.".

,rir'lrttld poda ayat (61, dapat 'ne'rrt'.otr,* r;,rr

(91 Enbcotutan tim sebagainEna dirrrrLsrrd ped. ryat
(E, dirftapkan oleh BuFti ftang l.c 'r{E rnrftya dapat
berasal dart
a- p.mbiDa tduis;
b- pcobina heuarym;
c. utraur tEBunlan tiaai; dan

d. ranlhE Foeri-
(lof FEranlru Bttpati rtrerBF- urif faytrrrn BIIID dapat

aiht rrt'rr perubahan ffilai kehrUrhan dan

IErlielnhngan kF-rlFe'l

(f fl hrubaha[ tadf schegaimana di'n L! !.1 DEda ayst
(fq' daPt dibltrrtsn scara keselunthatr r,aufr'
pr rmit layanan-

(f2) PrE pcrubahan rsrif Ecbogaimaoa ailrr.Llrd pede

ryat {fq &. ajrat (ff), 'n€-I,crrirn}e6ik n

kmtinuitas daa peogEmhEan laymaD, daya bcli
rau.*!,a'rt .t, scrta [rrqrcti*i yang *c]rqt

; ;-'. r-, -r,r,t-* I
i- --*l*r,:

rsrc uunru lf'(.



BABxI
PEI{GEIOIIAN TBT'ANGAN

Bagirtr l(cr{tu
RdeFfan

prsal29
(f| kodaaEmBtrIlD a*fnt ksmbtrdarl

a- jala fr{ralan;
b. eh;
c- lraqil k tr-s'Ilr &n8.n ? EE hnor
d. ,IPBD;
e- APBII; rlln
f. lain-lain ne,vr^J-trn EIIJD Srang *-rr

(21 ldapdr BLUD yaag bcrsumber dari iase lsglanaE

sebagaiEma ,riinEr.!. Fda ryat ll) huruf I, bcflrpa
imbalan yarg dipcidfh dari jasa lryaoan yang

dibcrihkFlt,,.l.
(3) kodapatan BLUD J'erA bcrsumbcr dari hibah

sebasniEatrrr rrirnat$!.r Fda aJrat (fl hurllf b, dapat
berupn h;bh rerikat dan hibah ' '^lr @L

(41 H.sil dcn8Bn trtibak lain scbagainaDa
rri'rElkrr{ oda aFt (f} hruf c, .t-p.r bcrupa
pcrolcrbm dari kedsrr.rn, qpcrasidtal, w& ncoywa,
dan nsrh! lainlrya ralg lr*.'lrftrlrr'tg trlEPr dan frrDgsi

BII'D.

F) eodqpba BIIJD yang bctslmbcr dari APBD

sc@fliE ra di'lE&srr.l ,eda qrat (l) hurd d, d4at
bcrupa pcrdapatan Fng bcrasal dari otorisasi hEdit
prloQ8ran petDcridalr halrupah tn*an dari tcgiatan
pemhiayaan APBD.

(6l fnaapataa BILID yary bersumber dari APBN

seba8eiEaB di,n,.trld pads aFt (1) hruf c, a-Iht
bcrupa pcrdapetan yarg bcrml dari pcmcrintah
.rql h rmgEa FlaksaDasn dchoscntra8i ilantotel'
t 'g.s pembantrran darl laia-lain-

(n ftil,|jD &lryn rldqkxanatcrn .rrq.i.rr dcbnsflagi
.lrn/atau lI!19.. pcEbaEtua[ r{iEEk-ud

pada syat (6r, Frc pcrlg"blEan huaryan
di*ele-gEo.at"r' sccara tarpisah bcrdasartan
&etenuElr yang hedahr aarem rnlaksanaan APBI{-

*_:El
-_*-.i-. j



(8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:
a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;
b. hasil pemanfaatan kekayaal;
c. jasa giro;

d. pendapa.tan bunga;

e. keuntungan selisih nitrai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain scbagai

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/atau jaBa oleh BLUD; dan
g. hasil investasi.

(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimakoud
pada ayat (l), kecuali yang berasal dari hibah terikat,
dapat dikelola langsung untuk membiaya
penSeluaran BLUD eesuai RBA.

(1O) Hibah terikat scbagaim8na dimaksud pada ayat (9),

diperlakukan sesuai perunhtkannya.

(11) Seluruh pendapatan BLUD scbagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf {,

dila*sanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat
zlale'a kode rekcning kelompok pendapatan asli
daerah pada jenis lain-lain pendapatan aeli daerah
yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

(f2) Scluruh pendapatan sebagaimana fifteksud pactg

ayat (11) dilaporlcan kepada Pejabat Fengelola

Keuangan Daerah setiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 30

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional darr biaya
non operaaional.

(21 Bi,aya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mencakup selurlh biaya yang menjadi beben

BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

li-!
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(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tuga8
dan fungsi.

(a) Biaya BLLJD sebagaimana dirnnlrgud pada ayat (f),
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan
pclayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan
pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana
dirncksud pada ayat (4), dialokasikan scsuai dengan

kelompok, jenis, program darr kegiatan.

(6) Biaya operasional scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdiri dari:

a. Biaya pelayanan; dan

b. Biaya umum dan adminietrasi.

(7) Biaya pelayanan sebagaimana .li"naL$'d pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang

berhubungan langsung dengan kegiatan
(8) Biaya umum dan administrasi sebagaimana

dimakeud pada ayat (6) huuf b, mencakup seluruh

biaya operasional yang tidak berhubungan langsung

dengan kegiatan pelayanen.

(9) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan; dan

e. biaya barang dan jasa; dan biaya pelayanan lain-
lain.

(10) Biaya umum dan administrasi sebagaimana pada

aJ.at (8), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administraBi kantor;

c. biaya pcmeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

l,,r r,..i r:qSDrNAsl
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e. biaya promosi; da-n

f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
(11) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan niLai; dan
e. biaya non o6rrasional tain-lain.

(12) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

(13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilakukan
dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri
dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

(14) Pengeluaran Biaya BLUD diberikan fleksibilitas
dengan mempertimbangkan volume kegiatan
peLayanan.

(15) Fleksibilitas prengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), merupakan pengeluaran

biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan

perubahan pendapatan daLam ambang batas RBA

yang telah ditetapkan secara definitif.
(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), hanya berlaku untuk biaya

BLUD yang berasal dari pendapatar selain dari
APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Bebagaimana

dimaksud pada ayat (14), tidak berlaku untuk BLUD

bertahap.

(18) Dalam hal tedadi kekurangan anggaran, BLUD

mengajukan usulan tambahan anggafirn dari APBD

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui
Kepala Dinas Kesehatan.
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(f9) Ambang batas RBA sebagaimana ,ri"nFkrud pada ayat
(15) dit€tapkan dengan besaran pr€scntasa.

(2O) Besaran pcmentasc scbagaimana dimaksud pada ayat
(f 9), ditentulGn dengan mempertimbangkan fluhuasi
kegiatan operasional BLUD.

(21) Beearan perscntase sebagaimana ,li"nrLsud pada ayat
(2O1, ditetapksn dclqlr fl[ dan DpA-BLUD oleh

Pcjabat Pen€clola l<euangan Dacrah.
(22) Perscntase ambang batas tertcntu sebaAaimana

dimaksud pada al.at (19), merupekan kebutuhan
yang dape.t diprcdiksi, depat dicepai, terukur,
rasional dan dapat dip€rtangungiawabkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

(1) BLIID menyusun Renstra Bisnis BLUD.
(2) Renstra bisnis BLUD acbagaimana airnaksud pa&

ayat (1), pemyatasn visi, miei, pr,ogram

Btratcgis, pcncapaian kinerja, rencana
pencapaian lima tahunan dan proyeksi ker.rangan

lime tahunan BLUD.

(3) Visi scbagafunna diynoLsud psda ayat (2), memuat

stratu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan.

(a) Misi scbegaimana dirnqksud pa.da ayat (2) mcmuat
s€8uatu lrang harus dicmban atau dilakeanakan

sciuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi

dapat terlakEana sesuai dengan bidar4nya dan
bcrhasil dengan baik.

30
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(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memuat progmm yang berisi proses kegiatan yang
berorientasi pada hasil yang ingrn dicapai sampai
dengan kurun waktu I (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun dengan memperhitungkan potensi, petuang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
(6)Pengukuran trxncapaian kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yalg
dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil
kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-falrtor
internal dan eksternal yang mempengaruhi
tercapainya kinerja.

(7) Rencana pencapaial lima tahuna-n sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), meEuat rencana capaian
kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2!,, memuat perkiraan
pendapstan capaian kinerja keuangan tahunan
selama 5 (lima) tahun.

(9) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diperguna&an sebagai dasar penlusunan
RBA dan evaluasi kinerja.

(1O) BLUD men)rusun RBA tahunan yang berpedoman

kepada renstra bisnis BLUD.
(ll) Penyusunan RBA sebagaimala dimalsud pada ayat

(l), disusun berdasar.kan prinsip anggaran berbasis
kineda, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis
layalan, kebutuhan prendanaan dan kemampuan
pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari
masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-
sumber pendapatan BLUD lainnya.

(12) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari progam
dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada
pengelol,aan keuangan BLUD.

(13) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (12),

memuat:



a. kinerja tahun bcrjatan;

b. asumsi malrro dan miko;
c. tarAet kinerja;

d. analisis dan perkirarn biaya satuan;

e. perkiraan harga;

f. anggaran pendapatan dan bi,aya;

g. besaran persentase ambang batas;

h. prognosa laporan keuangan;

i. perkiraan maju lforutartl es/;t,,/.afel;

j. rencana pengeluaran investasi/ modal; dan

k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk
konsolidaai dengan RKA-Dinas Kesehatan/ APBD.

(f4) RBA sebaggimana dirnsksrrd pada ayat (13), discrtai
dengan usul,an program, kegiatan, standar pelaJranan

minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan.

(15) Kinerja tahun berjalan sehgaimana tlinaksud pada

ryat (f3) huruf a, meliputi:

a. hasil kcgiatan usaha;

b. faktor 5reng mempengaruhi kinerja;

c. pcrbandingan RBA tahun bcrjalan dengan

rcalieagi;

d. laporan keuangan tahun bcrjalan; dan

e. hal-hal lain yans perlu ditindaklanjuti

sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun

bcrjalan.

(16) Asumsi rnatro dan miko scbegaimana dirneLsud

pada ayat (f3) huruf b, antara l,ain:

a. tingkat inllasi;

b. pertumbuhanekonomi;

c. nilai kurB;

d. tarif; dan

e. volurae palayanan.

(14 Taryet kinerja scbagEimana dirnqk$rd pada ayat (13)

huruf c, antara lain:

a. perkiraan pencapeian kinerja pclayanan; dan
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b. perkiraan keuangan pada tahun yang

direncanakaa.

(18) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf d, merupakaa
perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ atau
jasa pelayanan ysng diberikan, setelah

memperhitungkan seluruh komponen biaya dan
volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(19) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(13) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan
biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan
seperti tercermin dari tarif Layanan.

(2O) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat
(13) huruf f, merupakan rencana anggaran ultuk
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam
satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan

dan biaya.

(21) Besaran per€entase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupalan besaran

persentase prrubahan anggaran bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan flulrhrasi
kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuangal sebagaimana dimaksud
pada ayat ( I 3) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keuangan tahr:n berjalan seperti tercermin pada

laporan operasional, neraca, dan Laporan arus kas.
(23) Perkiraan rreajlo (fonDard estitnatel sebagaimana

dimaksud pada ayat (f3) huruf i, merupakan
perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncalakan guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan
yang telah disetujui dan menjadi dasar prenyusunan

angga.ran tahun berikutnya-
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(24) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf j, merupakan rencana
pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(25) Rinqkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan/APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupakan
ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

disesuaikan dengan format RXA-Dinas

Kesehatan/APBD.

(26) Untuk BluD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dalam ayat (12) disusun dan

dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.

(28) RBA sebagaimana dimalsud pada ayat (26),

disampaikal kepada kepala Dinas Kesehatan untuk
dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas Kesehatan.

(29) RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (28), disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(3O) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) atau

RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (29), oleh PPKD disampaikan

kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

untuh dilakukan peneLaahan,

(31) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD

sebagaimana dimaksud pada alrat (30), disampaikarr

kepada PPKD untuk dituangkan dalam Ralrcangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

(32) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD

melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk
ditetapkan menjadi RBA definitif.
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(1)

(33) RBA dehnitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (32),

dipakai sebagai dasar penyusunan DpA-BLUD untuk
diqiukan kepada Pejabat pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31

ayat (33), mencakup antara Lain:

a. pendapat€rr dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar
pelaksanaan anggaran.

Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peratural
perundang-undangan.

(4) Datam hat DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2l., belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

(5) DPA-BLUD yang teLah disahkan oleh ppKD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi dasar
penarikan dana yang bersumber dari APBD.

(6) Penadkar dana sebagaimana dimaksud pada ayat (S),

digunakan untuk belanja pegawai, belar{a modal,

barang dan/atau jasa, dilakukaa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), sebesar selisih
(mi.snafcll jumlah kas yang tersedia ditambah
dengan aliran kae masuk yang diharapkan dengan
jumLah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan

memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan
dalam DPA-BLUD-

(21

(3)

I
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(8) DPA-BLUD Eenjadi lampiran perjanjian kinerja yang
ditsndatanSani olieh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(9) Ferjanjian kinerja sebagaimana dima&sud pada ayat
(8), merupakan mardfestasi kerja antara
Bupati dengan pemimpin BLUD, yang dituangkan
dalA'h perjarjian kinerja (ontrudr al Tcrformane
qt@naq.

(10) Dal.m perjanjian kinerja sehogeirnona dimaksud
pada ayat (8f, Bupati menugaskan pemimpin BLUD
untuk [enyelenggarakan kegiatan pelajranan umum
den bcrhek mengelola dana scsuai yang tercantum
d.hm DPA-BLUD.

(11) Ferjanjian kinerja eebagaimana iri'nakaud p6da ayat
(8), antara iain memuat kesanggupan untuk
meninglatlan:

a. kinerja pelayanan b.gr masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat begi maErarakat.

Bagisn Kelima

AkuntanEi, Pelaporan dan Pertangungiawaban

Pasal 39

(f) BLUD menerapkan sistem inforEasi maaajemen

sesuai dengan kebutuhsn pralrtik bisnis
yang Bctrat.

(2) Setiap trartsaksi keuangan BLUD dicatat .lelerr

dokumen pendukung yang dikeloLa sccara tertib.
(3) Penyelenggaraan a.kuntansi dan laporan keuangan

. s€bagaimana di'naksud pada ayat (U, menggunskan

basis alqual baik dslarn pcngakuan pcn&patan,
biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dan&

(4) BLUD dan menerapkan sistcm
akuntansi dcngan bcrpcdoman pada standar
al ntansi yang berlaku untuk BLUD yang

bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.
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(f) Laporan kcuangan BLUD terdiri dsri:

a. neraca yang menggambarkan posisi kcuangan

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada

tanggal t€rtentu;

laporan opcrasional yang berisi informasi jumlah

pendapatan dan biaya BLUD s€ls.Ea Batu periode;

laporan arus kas yang menyajikan irrformasi kqs

bcrkeitan dengan a.ttivitas opcrasional, investasi,

dan aktivitae pcndanaan dan/atau pembiayaan

yang menggarnbarkan saldo awal, pcnerimaan,

pengelusran, dan saldo akhir kas selama pcriode

tertentu; dan

d. catatan atas laporan keuangan yang bcrisi

trrnjelasan naratif atau rincian dari angka yang

tertcra dalam laporan keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dirnqksud pada ayat
(1), disertai dengan laporan kincrja yang berisikan

informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(fl, diaudit oleh pemeriksa ekstemal s€suai dengan

peraturan pcrundang-udangan.

(a) Sctiap triwulan BlUD-Puskesmas menlnrsun dan

menyampaikan laporan operaoional dan laporan arus

kas kepada PPKD melelui IGpela Dinas Kesehatan,

pafing lambat 15 (lima b€laB) hari sctclah periodc

pelaporan berakhir.

(5) Sctiap acmesteran dan tahunan Bl.lrD-PuskesEta.s

wajib menyuaun dan menyampaikan laporan

lengkap yang terdid dari laporan

operasional, neracan laporan arus kas dan catatan

atag laporan disertai laporan kinerja
Icpada PPKD melalui Kepal,a Dinas lGsehatan untuk
dikonsolidasikan ke d'le'n laporan keuangm Dinas

IGsehatan dan pemerintah daerah, paling lambat 2

(du4 bulan sctclah periode pelaporan bemkhir.

b.

c.
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(6) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) dan dalam ayat (5) untuk
kepentingan konsolidasi, difakukan bcrdasarkan
standar akuntansi pcmerintah.

BAB)flI
PENGEI.OTAAN SUMBER DAYA TAIN

Pasd 35

(l) Sumbet d,aya lain edqlah seluruh aset dan kegiatan
ya[g mengharilkan pendapatan diluar pendapetan

o6rraeional dan dikclola olch Puekcsmas.

(2) Pengelolaan sumber daya lain diupaya.kan untuk
meningkatkan mutu petrayanan dan operasional Eerta

kelancaran tugas pokok dan fungsi puskcsmas.

(3) Fengelolaan eumber daJra !.ang berupa alat kesehatan

wajib dilakukan lalibrasi alat sccara berkala.
(4) Sistem pcngelolaan sumbcr drya lain disusulkan oleh

IGpala Puskesmas melalui Kepala Dinas lGschatan
untut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB 
'qIIPENGEIOIAAN UNGKUNGAN

Pasd 36

(11 Dafam menjaga kelestarian lingkungan, Puskesmas

wajib mengelola lirnbah Puskesmas melalui

IrenJrusuaan UPL (Upaya Fengelolaan Lingkungan)

dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) scsuai

dengan ketcntuan pcraturan p€fundang-undsnAan.

(2) Fengelolaan limbah scbagaimana dirncksud psda syst
(1) meliputi prengelolaan limbah padat dan cair,
pengawamn, dan pengendalian vektor,

(3) Pengelolaan limbah cair wajib memenuhi sysrat baku
mutu yang ditetrpkan secara nasional dan regional

meliputi lrngelolaan secara kimiawi, frsik dan biologis

scbelum dibuang kc lingkungan.

"-'-i
.3&:',ircllllsl '

',,,."1&tj



(4) Dalam mengelol,a limbah padat (sampah), puskesmae

wajib memisahkan sampah medis dari sampah non
medis.

(5) Pengelolaan sampah media wajib mematuhi
ketcntuan Peratumn Pcrundang-Undangan.

BAB)(IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Fembinaan
Pasal 37

{1} Peobinaan teknis Puskeamaa dilqlalLeq oleh Kepala

Dinas Kesehatan.

(2) Fembinaan kcuangan Puskesmas dilakukan oleh

kjabat FenEelol,e Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kcdua

Pengawasan

Pasal 38

(f) Fengawasan Puskesmas dilakukan oleh Inspetftorat

Kabupaten.

(2) Fengawasan operasional dapat dilalokan olch

Satuan Fengawas lntemal (SPII.

BAB XV

WALUASI DAN PEMIAIAN KINER.'A

Pasal 39

(1) EYahlasi dan pcnil,aian Kinerja BLL.ID-Puskesmac

dilakukan sctiap tahun oleh Bupati t€rhadep aspek

kcuangan dan non keuangan.

(2) Evafuasi yang dilakr.lt*"r scbagaimana dimaksud
pada ayat (l), dipergunakan untuh mcngukur
tingkat pcncapaian hasit PPK-BLUD sebagaimana

ditetapkan delafir p6nssna Strategis Bisnk (Rcnstra

Bisnis) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).



BAB XVI

KETENruAN I,AIN.IAIN

Pasal 40

Bupati berwenang untuk menetapkan bcrbagEj

ketentuan dan peraturan untuk
melaksanakan pola tata kelola ini, yang meliputi
Feratuan hrskesmas, Peraturan tentang ketenagaar,
sef,ta peraturan lain yang tidak dicantumtan dalam pola

tata kelol,a ini atas usulan lGpala Puskeartras.

BAB X\[I
KETE}ITUAN PENUTUP

Pasd 41

Feraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Fengundangan Peraturan Bupati ini deryar
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Muara BeUti
pada
BUPATI

( qanb
RAWASI,

2019

Diundanekan di Muara Beliti
padatanggel ( Aphubr 2Ol9
AEKRE"TARIS DAERAH
XABUPAIEN MUSI RAWAS,

PRISKODESiI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR.9/

40
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IAMPTRAN tr : PERATURAN BUPATI MUSI RAUIAS'
NOMOR I XI TAHI'N 2019
TETTTANG TATA KEIPIA BADAN
IAYANAN I.,MUM DAERAH PADA
PUSAT KESEHATAI{ MASTARAIGT
MUARA KEIJNGI KABUPATEN
MUSI RAWAS

PROSEDI,'R KER.'A ruSKESMAS MUARA KELINGI

SOP Felayanan

A SOP Eda Upaya Kesehatan Femrargaa (UKp) puskesmas Muara
Ic&tgi.
l. SOP Felayanan Gawat Darurat;

a. SOP Fenerimaan Pasien;

b. SOP Femulangan Pagicn; dan

c. SOP Fembayaran Pasi,en:

f) Tunai

2) Non Turai
2. SOP Felayansn Rawat Jalan;

a. SOP Fencrimaan Pasien;

b. SOP Pemulangan Pasien; dan

c. SOP PembaJraran Pasien:

1) Tunai

2) Non Ttrnai

3. SOP FBlayamn Rawat tnap;

a. SOP Fenerimaan pasien

b. SOP Pemulangan Pasien

c. SOP Fembayaran Pasicn

U Tunai

2) Non T\rnei

4. SOP Persalinan;

5. SOP 9elayanan Laboratoriurn Scderhana;

6. SOP Felayanan Farrnasi;

7. SOP Felayanan tlizi;
8. SOP Pelayanan Pasien lGluarga Miakin;
9. SOP Felryanan Rekam Medik;

f0. SOP Feneelolaan Limbah;

PAMF EOONDINASI
l. SOP Administrasi .h"' Manajemen;



12. SOP Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;

13. SOP Pelayanan Loudrg;
14. SOP Pemeliharaan;

15. SOP Fencegahan dan Pengendalian Infeksi; dan

16. SOP Pelayanan Keamanan.

B. SOP pada Upaya Kes€hatan Masyaralat (uKM) Puskesmas Muara

Kelingi

1. SOP Pel,ayanan Kesehatan Ibu Hanil;
2. SOP Pelayanan KeBehatan Ibu B€rsalin;

3. SOP Pelayanan Kesehatan Bayi Baru l.ahir;
4. SOP Pelayanan Kesehatan Elslita;

5. SOP Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;

6. SOP Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;

7. SOP Pelayanan Kesehatan pada Usia Larrjut;

8. SOP Felayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

9. SOP Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

10. SOP Pelayanan Keseharan Orang dengan Gangguan Jiq,a Berat;

ll.SOP Pel,ayanan Kesehatart Orang dengan I\-rberkulosis (tB);

dan

12. SOP Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

lI. SOP Selain Pelayanan

A. SOP Pegawai

1. SOP Rekruitmen Pegawai;

2. SOP Pengembangan dan Kompetensi; dan

3. SOP Pemberhentian Pegawai

B. SOP Sarana dan Prasarana

1. SOP Pengadaan

2. SOP Pemetiharaan

PARAF KOCRDIN


